BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Perizinan Usaha Kafe
1. Pengertian Perizinan

Definisi tentang izin sangat sukar kita temukan dalam literatur-
literatur hukum perizinan, hal ini disebabkan oleh antara para pakar
tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi
yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya.! Ada beberapa
pendapat para ahli mengenai izin.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa izin secara umum adalah
perbuatan yang pada mulanya dilarang tetapi setelah dipenuhi syarat
yang diatur menurut peraturan perundang-undangan maka peraturan
yang dilarang itu diperbolehkan. Hukum Perizinan adalah hukum yang
mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya
masyarakat yang memohon izin. Perizinan adalah suatu bentuk
pelaksaanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang
dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh masyarakat.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku

usaha, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah

1 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), Hal.170.
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salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam hukum

administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga.? Selain itu

izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau
pembebasan dari suatu larangan terdapat juga pengertian izin dalam
arti luas maupun sempit:®

a. lzin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang
lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan
untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

b. lzin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali
diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang
disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan
batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

1.1. Tujuan Perizinan
Tujuan perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:*
a. Dari sisi pemerintah, melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin
adalah :
1) Untuk melakukan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang
termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam

praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 1993), hal.2
®Ibid, hal. 2-3.

4Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hal.200
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2) Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan
permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah
akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon
harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pendapatan di
bidang retribusi tujuan akhirnya untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah :

1) Untuk adanya kepastian hukum.

2) Untuk adanya kepastian hak.

3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan
mempunyai izin.

1.2. Fungsi Izin
Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk

pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana
ketentuanya berisi pedomanpedoman yang harus dilaksanakan oleh baik
yaang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Sebagai suatu
instrumen yuridis dan pemerintah, izin dianggap ujung tombak instrumen
hukum berfungsi:®

- Pengarah

- Perekayasa

- Perancang Masyarakat Adil dan Makmur

- Pengendali

® Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal 150
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- Penertib Masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern)
2. Pengertian Usaha

Usaha adalah suatu bidang yang dilakukan oleh seorang pengusaha
untuk mendapatkan laba.

Sedangkan perizinan usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau
pemberian izin yang diberikan dari pihak yang berwenang atas
penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau
suatu perusahaan.

3. Pengertian Kafe

Kafe dari bahasa Perancis café. Secara harfiah kafe berarti
(minuman) kopi, tetapi kemudian menjadi tenpat untuk minum-minum
yang bukan hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya dan juga makanan
ringan.® Kafe adalah penyedia makanan ringan dan minuman ringan
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam satu tempat tetap yang tidak
berpindah-pindah.’

Kafe berbeda dengan restoran karena kafe lebih fokus untuk
menyediakan tempat nongkrong dan ngobrol. Jadi pelanggan kafe
biasanya akan betah berlama-lama duduk di kafe. Selain itu menu yang

ditawarkan di kafe selalu sama tiap harinya dan jarang sekali mengalami

SAtin Istiarni, Jejak Pena Pustakawan, (Yogyakarta: Azyan Mitra Media, 2018), hal.82

"Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
Kepariwisataan Pasal 1.
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perubahan. Kafe menampilkan suasana yang bervariasi tergantung dari
konsep dan tema yang dipilih oleh pemiliknya.®
4. Pengertian Legalitas Usaha
Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau
pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu
kegiatan usaha oleh seseorang penngusaha atau suatu perusahaan.bagi
pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk
membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha
perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib
untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang
sesuai dengan bidangnya.®
5. Jenis-jenis legalitas Usaha
- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). SIUP adalah surat izin yang
diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada penguaha
untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagngangan dan jasa.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat ljin Tempat Usaha adalah surat
untuk memperoleh ijin sebuah usahadi sebuah lokasi usaha dengan
maksud agar tidak menimbulkan gangguan ataukerugian kepada pihak-

pihak tertentu.®

8Damaya Ardian, Kafepedia, (Yogyakarta: Laksana, 2019), hal. 16-17

® Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9 .Tentang penerbitan Izin
Usaha( Jakarta, 2009)
10 peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor:46/-DAG/PER/9 .Tentang penerbitan Izin

Usaha( Jakarta, 2009)
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B. Good Governance
1. Pengertian Good Governance

Secara sederhana, Good Governance diterjemahkan sebagai
pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan kata “baik”
disini adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-
prinsip dasar good governance. Sebagian kalangan mengartikan good
governance sebagai penerjemahan  konkret demokrasi dengan
meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustainabilitas
demokrasi itu sendiri. Istilah Good Governance, seringkali dipahami
sebagai  “penyelenggaraan pemerintah / kepemerintahan / tata
pemerintahan yang baik”. Sebenarnya istilah Good Governance menunjuk
pada tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan yang
bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik
untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan
keseharian.

Menurut Dwipayana dan Eko, governance merupakan konsep
netral, yang darinya kita bisa memformat model yang sehat (baik),
sehingga muncul istilah good governance (tata-kelola kepemerintahan
yang sehat), atau model yang tak sehat (buruk), sebuah model atau tata-
kelola kepemerintahan yang tak sehat — bad governance.

Banyak pendapat mengenai good governance Yyang sangat
membantu kita dalam memahami arti sebenarnya, salah satunya yakni dari

Lembaga Administrasi Negara yang berperan aktif untuk mewujudkan dan
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terlaksananya good governance. Pengertian good dalam good governance

menurut LAN mengandung 2 arti :

a.  Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan
nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam
pencapaian  tujuan  (nasional)  kemandirian,  pembangunan

berkelanjutan dan keadilan sosial.

b. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam
pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada
hakikatnya pemerintah yang baik adalah menganggap bahwa
kekuasaan amanat untuk bisa melayani masyarakat dengan maksimal.
Good governance dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara
dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik good and
service.*Dengan adanya slogan demikian masyarakat menjadi tujuan

untuk menyediakan pelayanan prima.

Dengan demikian, good governance merupakan paradigma baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah
dengan swasta dan masyarkat. Perubahan tersebut lebih dikenal dengan
pergeseran paradigma dari pemerintahan (goverment) menjadi tata pemerintahan
(governance) sebagai wujud dari interaksi sosial politik antara pemerintahan
dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang beraneka

ragam.

1Joko Widodo, Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntanbilitas dan Kontrol
Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hal. 18.
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Praktik good governance juga mensyaratkan adanya transparansi dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi
merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan
dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik good

governance.!?

2. Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang Baik
Kendati diawali oleh tawaran badan-badan internasional, namun
cita good governance kini sudah menjadi bagian diskursus serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan. Dari
berbagai hasil kajian LAN, mengutip sembilan aspek fundamental dalam
perwujudan Good Governance, yaitu:*®
a. Partisipasi
Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi
legitimasi yang mewakili kepentingannya.
b. Penegakan Hukum
Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu

terutama hukum untuk hak asasi manusia.

2Muhammad Amirul Hag Muis, Analisis Implementasi Good Governance dalam
Pelayanan Publik di Kecamatan Panukkang Kota Makasar, Jurnal IImu Pemerintahan:
Government, VVolume 7, nomer 2, Juli 2014, hal.74

13Joko Widodo, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol
Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hal.
38-40
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c. Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat
diterima oleh merekva yang membutuhkan. Informasi harus dapat
dipahami dan di monitor.
d. Responsif
Setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan harus mencoba melayani setiap stakeholders.
e. Orientasi Konsensus
Good governance menjadi perantara kepemimpinan yang berbeda
untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas,
baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
f. Kesetaraan dan Keadilan
Setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan
atau mensejahterakan mereka.
g. Efektivitas dan Efisien
Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan produknya
sesuai dengan yang teah digariskan, dengan menggunakan sumber-
sumber yang tersedia sebaik mungkin.
h. Akuntabilitas
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan
masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan

lembaga-lembaga stakeholders.
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i. Visi Strategis
Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good
governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan

sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Tim Pengembangan kebijakan nasional tata kepemerintahan yang baik
menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan good governance perlu
diperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dengan indikator

minimal dan perangkat pendukung indikatornya sebagai berikut:'4

1. Wawasan Kedepan (Visionary) yaitu, tata pemerintahan yang berwawasan
kedepan (visi strategis). Semua kegiatan pemerintah diberbagai bidang
seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategis
implementasi yang tepat sasaran.

a. Indikator Minimal:
1) Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga
kepastian hukum;
2) Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program;
3) Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi;
b. Perangkat pendukung indikator:
1) Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hokum pada visi
dan strategi;

2) Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif;

4Muhammadong, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam, (Makasar: Edukasi
Mitra Grafika, 2017), hal. 102-103.
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2. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency) Yyaitu, tata
pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan). Wujud nyata prinsip
tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai
kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi
tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang
dilaksanakan ditingkat pusat maupun daerah.

a. Indikator minimal:
1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses
penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas
diperoleh, dan tepat waktu;
b. Perangkat pendukung indikator:
1) Peraturan yang menjamin hak untuk mendapat informasi;
2) Pusat/balai informasi;
3) Website (e - government, e - procurement , dsb)
4) Iklan layanan masyarakat;
5) Media cetak
6) Papan pengumuman;

3. Partisipasi masyarakat (Participation), yaitu, tata pemerintahan yang
mendorong masyarakat. Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam
proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan public

yang diperuntukkan bagimasyarakat;
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a. Indikator minimal:
1) Adanya pemahaman penyelenggara Negara tentang proses/metode
partisipatif;
2) Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus
bersama;
b. Perangkat pendukung indicator:
1) Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;
2) Forum konsultasi dan temu public, termasuk forum stakeholder ;
3) Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana
penyaluran aspirasi masyarakat;
4) Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang
beragam.®®
4. Tanggung gugat (Accountability) vyaitu, tata pemerintahan yang
bertanggungjawab/bertanggung gugat (akuntabel). Instansi pemerintah dan
para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian
halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.
a. Indikator Minimal:
1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur
pelaksanaan;
2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam

pelaksanaan kegiatan;

BIbid, hal. 104
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b. Perangkat pendukung indikator:
1) Mekanisme pertanggungjawaban;
2) Laporan tahunan;
3) Laporan pertanggungjawaban;
4) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
5) Sistem pengawasan
6) Mekanisme reward and punishment;

5. Supremasi Hukum (Rule of Law) vyaitu, tata pemerintahan yang
menjunjung supremasi hukum. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya
penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peninkatan kesadaran
HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta mengembangkan budaya
hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan
prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi
politik.

a. Indikator Minimal:
1) Adanya kepastian dan penegakan hukum;
2) Adanya penindakan setiap pelanggara hukum;
3) Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1) Sistem vyuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan,

pengadilan);
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2) Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum
(kepolisian, kejaksaan, kehakiman);

3) Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, independen,
dan mudah diakses publik (ombudsman);

4) Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.

6. Demokrasi (Democracy), yaitu tata pemerintahan yang demokratis dan
berorientasi pada konsensus. Perumusan kebijakan pembangunan baik di
pusat maupun di daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan
tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-kepusan yang diambil
antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif harus didasarkan pada
konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar
keputusan bersama.

a. Indikator Minimal:

1) Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan
berorganisasi;

2) Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk
memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan
kebijakan publik;

b. Perangkat Pendukung Indikator:

1) Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama

bagi  setiap anggota masyarakat untuk turut  serta

dalampengambilan keputusan kebijakan publik;

1bid, hal. 105
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7. Profesionalisme dan Kompetensi (Professionalism and Competency), yaitu
tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi.
Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat
dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap
tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada,
dan dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia.*’

a. Indikator Minimal:
1) Berkinerja tinggi;
2) Taat asas
3) Kreatif dan inovatif;
4) Memiliki kualifikasi di bidangnya;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1) Standar kompetensi yang sesuai denga fungsinya;
2) Kode etik profesi;
3) Sistem reward and punishment yang jelas;
4) Sistem pengembangan SDM;
5) Standar dan indikator kinerja;

8. Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu tata pemerintahan yang cepat
tanggap (responsif). Parata pemerintahan harus cepat tanggap terhadap
perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta

mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai yang dihadapi masyarakat.

Ibid, hal. 106
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a. Indikator Minimal:
1) Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah
dipahami oleh masyarakat;
2) Adanya tindak lanjut cepat dari laporan pengaduan;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1) Standar pelayanan public;
2) Prosedur dan layanan pengaduan hotlin ;
3) Fasilitas komunikasi dan informasi;

9. Keefesienan dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness), yaitu tata
pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secaraefisien
dan efektif. Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu
harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan
struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali
struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi
yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal
dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara
efisien dan efektif.'8
a. Indikator Minimal:

1) Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara Yyang
berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya
yang optimal;

2) Adanya perbaikan berkelanjutan;

8Ibid, hal. 107
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3) Berkurangnya tumpang tindih  penyelenggaraan  fungsi
organisasi/unit kerja;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1) Standard dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan
efektifitas pelayanan;
2) Survei-survei kepuasan stakeholders;
Desentralisasi  (Decentralization), vyaitu tata pemerintahan yang
terdesentralisasi. Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada
semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan
keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola
pelayanan public dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di
daerah.
a. Indikator Minimal:
1) Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai
tingkatan jabatan.
b. Perangkat Pundukung Indikator:
1) Struktur organisasi yang tepat dan jelas;
2) Job description (uraian tugas) yang jelas;
Kemitraan dengan Dunia Usaha swasta dan Masyarakat ( Private Sector
and Civil Society partnership), yaitu tata pemerintahan yang mendorong
kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat yaitu pembangunan
masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sector

swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerja sama atau
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kemitraan antara pemerintah, swasta,dan masyarakat. Hambatan birokrasi
yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera
diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor
swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.*®
a. Indikator Minimal:
1) Adanya pemahaman pemerintah tentang pola kemitraan;
2) adanya lingkungan kondusif bagi masyarakat kurang mampu (
powerless ) untuk berkarya;
3) terbentuknya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta
untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum;
4) adanya pemberdayaan institusi ekonomi local/usaha mikro, kecil,
dan menengah, serta koperasi;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1) Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan
pemerintah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat;
2) Peraturan-peraturan yang berpihak kepada masyarakat kurang
mampu;
3) Program-program pemberdayaan.?°
12. Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce
Inequality), yaitu tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada

pengurangan kesenjangan yaitu pengurangan kesenjangan dalam berbagai

Blbid, hal. 108

2bid, hal. 108
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bidang baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah secara adil dan
proporsional merupakan wujud nyata pengurangan kesenjangan. Hal ini
juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (equity of
law) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan
bermasyarakat.

a. Indikator Minimal:

1) Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu
(subsidi silang, affirmatif action , dan sebagainya);

2) Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas  khusus  bagi
masyarakat tidak mampu;

3) Adanya kesetaraan dan keadilan gender;

4) Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal;

b. perangkat Pendukung Indikator;

1) Peraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender,
masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal;

2) program-program pemberdayaan gender, masyarakat kurang
mampu, dan kawasan tertinggal;

13. Komitmen Pada Lingkungan (Commitment to Environmental Protection ),
yaitu tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup
bahwa daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan

yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak
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lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara
konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan,
serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh
perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.
a. Indikator Minimal:
1) Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan
perlindungan/konservasinya;
2) Penegakan prinsi-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3) Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4) Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1) Peraturan dan kejikan yang menjamin perlindungan dan pelestarian
sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2) Forum kegiatan peduli lingkungan;
3) Reward and funisment dalam pemanfaatan sumber daya dan
perlindungan lingkungan hidup.?*

14. Komitmen Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market), yaitu tata
pemerintahan yang memliki komitmen pada pasar. Pengalaman telah
membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi
seringkali berlebihan sehingga membebani anggaran belanja dan bahkan

merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan

2bid, hal. 109
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pasar baik di dalam daerah maupun antar daerah merupakan contoh wujud

nyata komitmen pada pasar.

a.

Indikator Minimal:

1) Tidak ada monopoli;

2) Berkembangnya ekonomi masyarakat;

3) Terjaminnya iklan kompetisi yang sehat;

Perangkat Pendukung Indikator:

1) Peraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang menjamin

iklan kompetisi yang sehat.??

3. Ciri-Ciri Good Governance

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development
Programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good

governance yaitu:

a. Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab,
efektif dan adil.

b. Menjamin adanya supremasi hukum.

c. Menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan

pada konsensus masyarakat.

22|bid, hal. 109
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d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah
dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber

daya pembangunan.?®

4. Unsur-Unsur Good Governance yaitu:2*

a. Adanya perbedaan antar individu, antar organisasi, antar regional,
nasional dan kelembagaan.

b. Adanya interaksi antar aktor dalam proses kepemerintahan.

c. Rasionalisasi peran pemerintah.

d. Memberdayakan individu, masyarakat, dan swasta untuk
melakukan peran baru dan tanggung jawab dalam proses
pemerintahan.

e. Terciptanya sinergi antara swasta dengan pemerintah, antara
pemerintah dengan masyarakat.

f. Pembangunan kapasitas yang memerlukan pengembangan SDM,
meningkatkan kebijakan dan administrasi fiskal, membangun
kemitraan untuk menumbuhkan ekonomi baik tingkat lokal

maupun nasional.

23Sumarto Hetifa Sj., Inovasi, Parisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan
Obor Indonesia 2003), hal.3

24Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), hal. 18
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C. Konsep Figh Siyasah
1. Pengertian Figh Siyasah

Figh merupakan akar kata dari tahu, paham, dan mengerti. Secara
etimologi figh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud
ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud
perkataan dan perbuatan. Secara terminologi figh menurut pandangan ulama
syarak adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak
mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, atau
dengan kata lain figh adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang
bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan
jalan penalaran dan ijtihad.?®> Al-Qur’an menggunakan kata figh dalam
pengertian yang umum Yyaitu memahami masalah agama, memperlihatkan
bahwa pada masa hidup Nabi SAW, istilah figh belum digunakan untuk
pengertian hukum secara khusus tetapi mempunyai pengertian luas yang
mencakup semua dimensi agama. Figh dipahami sebagai ilmu tentang agama
yang mengantarkan manusia pada kebaikkan dan kemuliyaan. Figh
sebenarnya upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran baik dalam
tataran teoritis maupun praktis, dalam memahami, menjabarkan, dan
mengelaborasi hukum-hukum agama.

Adapun kata siyasah merupakan akar kata dari mengatur,

mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur

%5 A, Qodri Azizy, Elektisisme Hukum Nasional, (Cet I, Yogyakarta: Gama Media, 2012),
hal. 51
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kaum, memerintah dan memimpinnya. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan
siyasah sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan.?® Dengan
demikian, siyasah berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan
atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Secara
terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara
membawa kepada kemaslahatan.

Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa siyasah adalah membuat
kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau
ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri,
yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemsyarakatan, yaitu
mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istigomah. Dengan
demikian, figh siyasah adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik
membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya
dan negara pada khususnya, beruapa penetapan hukum, dan kebijakan oleh
pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam
untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari
berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. Figh siyasah menempatkan hasil
temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat
bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak
bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini

sejalan dengan Firman Allah swt dalam Surah an - Nisa’ ayat 59, yaitu:

% Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam, (Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2018), hal. 2
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Artinya, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Figh siyasah dipandang sebagai proses yang tidak pernah selesai
karena senantiasa terlibat dengan pergumulan sosial dan budaya dan
pemecahan atas berbagai persoalan lebih bersifat kontekstual, sehingga gejala
figh siyasah menampakkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan
perbedaan waktu dan tempat. Paling tidak, terkait kemestian untuk selalu
mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Keterbukaan
Informasi Publik merupakan bagian dari figh siyasah, karena semua kebijakkan
yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk
mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudaratan. Disamping
itu, implementasi kebijakkan yang diambil pemerintah tentu sejalan dengan
ajaran Islam supaya cita — cita good governance dapat tercapai. Hubungan figh

siyasah dengan keterbukaan informasi publik terletak pada sistem pengaturan,
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pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Dalam figh
siyasah, kebijakkan atau keputusan selalu didasarkan kepada ajaran Islam atau
wahyu llahi (top down), sedangkan goodgovernance berangkat dari pemikiran

manusia (button up).?’

2. Figh Siyasah Dalam Pemerintahan.

Tujuan  keterbukaan  Informasi  Publikadalah ~ mewujudkan
pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan
yaitu, tranparansi,akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta rule of law,
supaya dapat memberikemashlahatan kepada manusia. Untuk menciptakan
good governance makaperlu menerapkan teori mashlahat mursala supaya
dapat merealisasikan kebutuhan manusia dalam bernegara, bermasyarakat,

termasuk dalam pemerintahan.

Syariah Islam diturunkan bukan untuk kepentingan Allah swt,
melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu,
kemashlahatan manusia selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan
syariah. Setiap bentuk penerapan syariah secara faktual melecehkan martabat
kemanusiaan, maka tentu penerapan yang keliru dari syariah itu sendiri, sebab
Allah SWT sendiri sebagai sumber syariah tidak pernah melanggar hak-hak
hambaNya. Paradigma teologi inilah yang melahirkan konsep mashlahat

mursalah sebagai dasar menetapkan hukum. Pandangan yang lebih liberal

2 Muhyar Fanani, Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern,
(YYogyakarta: LkiS, 2010), hal. 290
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tentang mashlahat mursalah dikemukakan oleh Al-Thufiy, seorang ulama
ushul dari kalangan Hambali, yang berbeda dari pandangan para ulama
terdahulu dan sesamanya. la melandaskan pemikirannya tentang mashlahat

mursalah berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S Al-Bagarah: 185 yaitu:

£
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Artinya, (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan
yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan
yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat
tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa
sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa),
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki
kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-

Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah figh siyasah,
yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemashlahatan dan kepentingan

umum. Oleh karena itu, figh siyasah terkait erat dengan magasid alsyariah.
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Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan
umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara figh siyasah yang
terkait dengan penyelenggaraan negara dan figh siyasah dalam pembentukkan
hukum, semua mengacu kepada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, para
ahli figh menyatakan bahwa kebijakan penguasa tidak harus memiliki acuan
yang terperinci dalam Al — Qur’an dan Hadis, karena acuan figh siyasah adalah
kemaslahatn umat, dan acuan kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum
yang diinduksi dari berbagai ayat dan Hadis Rasulullah saw. Oleh karena itu,
dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dalam Islam, seluruh pihak
harus terlibat, baik negarawan, intelektual, ulama, ekonom, pengusaha, militer,
cendikiawan, maupun rakyat, karena urusan negara mencakup seluruh

persoalan umat.

Siyasah syariyah berasal dari dua kata yaitu siyasah yang berarti
mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.?®Dalam kamus
al-Munjid fi al-lughah wa al-I’lam, kata siyasah yang berarti mewujudkan
kemaslahatan manusia dan mengarahkannya kejalan yang benar baik sekarang
maupun yang akan datang. Sedang syariyah adalah hukum-hukum dan aturan-
aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk hambaNya agar diikuti
dalam hubungannya dengan Allah SWT. Muhammad Farug Nabhan

mengartikan syariah sebagai menetapkan norma-norma hukum untuk menata

28 yusuf Qardhawi, Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2011), hal. 86
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kehidupan manusia, baik hubungannya dengan tuhan maupun dengan umat
manusia. Abdul Wahab Khallaf mengartikan figh siyasah sebagai pengelolaan
masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya
kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar
ketentuan syariah dan prinsip — prinsip syariah yang umum meskipun tidak
sesuai dengan pendapat-pendapat para Imam Mujtahid. Ibnu al Qayim al-
Juziyah mengatakan bahwa figh siyasah adalah perbuatan yang membawa
manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakkan walaupun
Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewayuhkannya. Abdurrahman Taj
mengartikan figh siyasah sebagai hukum — hukum yang mengatur kepentingan
negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat)
syariah dan dasar-dasar yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan
kemasyarakatan walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-

Qur’an maupun Al-Sunnah.

Keterbukaan Informasi Publik adalah persoalan figih siyasah, karena
good governance adalah masalah ijtihad yang implementasinya diserahkan
kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan sekalipun tidak
berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis namun kenyataannya memberikan
kemaslahatan kepada manusia dalam hidupnya. Dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya, pemerintah selalu mengedepankan prinsip — prinsip yang diajarkan
oleh good governance, yaitu: transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien, serta
penegakkan hukum, supaya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih

baik. Baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerja sama dalam
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menciptakan suasan kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman, jauh dari
kegaduhan, diatas bingkai yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya
prinsip yang diajarkan oleh good governance senapas dengan ajaran islam

dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Figh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari
ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat dan negara:
meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan warisan,

peradilan, kriminal, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum internasional.

Figh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah
dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara
pemerintahan.?® Dalam persoalan good governance, pendekatan yang
dilakukan adalah maslahah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai
dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam
pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikkan
masyarakat yang dipimpinnya. Kaidah-kaidah fikiyah yang dapat dijadikan
pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) antara

lain adalah:

ol iaNshans (s, 49 1K

2% Muhammad Igbal, Fikih Siyasah, (Jakarta: Prenadia, 2014), hal. 5
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“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah

seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.”*°(HR Abu Dawud dari

Abu Hurairah).

Hadits ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat
memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadits ini memperlihatkan
bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) pun,
Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah
seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Kisah pembaiatan Abu Bakar di
Sagifah Bani Saidah sesaat pasca wafatnya Rasulullah adalah bukti lain betapa
pentingnya arti kepemimpinan ini dalam Islam. Saat jasad Nabi yang belum
lagi dimakamkan, para sahabat lebih mendahulukan memilih khalifah
pengganti Nabi daripada menyelenggarakan jenazah beliau yang agung dan

mulia.

Hadis ini menunjukkan bahwa Kkebijakan harus sesuai dengan
pertimbangan dan aspirasi rakyatnya. Sebab kalau aspirasi rakyat tidak
diperhatikan, maka keputsan pemerintah tidak berlaku efektif. Pemerintah tidak
bisa membuat suatu perundang-undangan yang merugikan rakyat. Oleh karena
itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan
untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Misalnya, pemerintah tidak boleh
mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang bukan bidangnya,

apalagi hanya berdasarkan kedekatan hubungan (nepotisme), pemerintah harus

%0 Djazuli, Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Bogor: Kencana, 2013), hal.40
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mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan seseorang

sesuai dengan keahliannya.

3.

Prinsip- Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Islam

Adapun prinsip — prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam

terdapat pada Keputusan Komisi A ijma* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama

Indonesia IV Tahun 2012 Tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah

Strategis Kebangsaan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam

(Mabadi al-Hukum al-Fadhila), diantaranya adalah:

a. Kaidah fighiyah menegaskan, Tasharruf al-imam ,,ala al-ra“iyyah manuth

bi al-mashlahah (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus

berorientasi kepada kemaslahatan).

Dalam  memikul tugas kepemimpinan publik, penyelenggara

negarakhususnya pemerintah harus memenuhi syarat, antara lain:

1) Memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkankebijakan
yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka(siyasah al-
ra“iyyah wa tadbir mashalihihim)

2) Memiliki kemampuan, ketahanan fisik dan mental dengan landasan
iman dan tagwa yang membuatnya mampu untuk menyelesaikan
berbagai krisis dan menetapkan hukum serta kebijakan secara benar

(al-ijtihad fi al- nawazil wa al-ahkam).
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Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik
eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan
untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta
menghilangkan kemafsadatan dari mereka (igamah al-mashalih wa izalah
al-mafasid). Dalam implementasinya, mencegah terjadinya kemafsadatan
harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan kemaslahatan (dar‘‘u
almafasid muqaddam ,,ala jalbi al-mashalih).
Apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak,
maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada
kemaslahatan golongan dan perorangan. Demikian juga, ketika terjadi
benturan kepentingan kemafsadatan (kerusakan) antara berbagai pihak,
maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan
demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang bersifat umum.

Pelaksanaan kebijakan penyelenggara negara (tasharruf al-imam) harus

mengedepankan prinsip prioritas (awlawiyyah) sebagai berikut:

1) Tagdim al-ahwaj, yaitu mendahulukan atau memprioritaskan rakyat
yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan pihak yang kurang
membutuhkan.

2) Al-,,adlu fi i"thai huqug mutasawi al-hajat, yaitu membagi secara adil
di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama.

3) Mengedepankan sikap amanah dalam mengelola harta kekayaan negara
dengan menjauhkan diri dari berbagai praktek pengkhianatan dan

korupsi (ghulul).
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Kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan penyelenggara

negara harus memenuhi kriteria (dlawabith) sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan
hukum(magashid al-syari“ah) yang diwujudkan dalam bentuk
terlindunginya lima hak dasar kemanusiaan (al-dharuriyyat
alkhams),yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan, dan harta.
Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari“ah adalah maslahat yang
tidak bertentangan dengan nash.

Kemaslahatan yang dapat dijadikan landasan hukum adalah
kemaslahatan yang yang hakiki (benar — benar mendatangkan manfaat
dan menolak mudarat).

Kemaslahatan yang dijadikan landasan hukum harus bersifat
pasti(qathi “ah), terbukti dalam kenyataan (muhaggagah), umum,
berkelanjutan dan jangka panjang, bukan bersifat spekulatif
(mawhdmah), individual, dan sesaat.

Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk
direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan kemaslahatan yang
bersifat individual ataupun kelompok (al-mashlahah al-ammah
muqaddamah ,,ala al-mashlahah al-khashshah).

Dalam merealisasikan kemaslahatan, penyelenggara negara dapat
menetapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi

perorangan atau sekelompok orang, hanya apabila hal itu benar-benar
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demi kemaslahatan umum atau untuk mencegah kerugian yang lebih
besar.

g. Penyelenggara negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola
urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan
menjaga kemaslahatan masyarakat banyak, di atas kepentingan perorangan
dan golongan. Penyelenggara negara yang tidak mematuhi prinsip —
prinsip kemaslahatan sebagaimana disebutkan di atas, berarti telah
mengkhianati amanah, dan harus mempertanggungjawabkan secara etik,
moral, dan hukum. Dengan demikian, penyelenggara negara semacam itu
tidak termasuk dalam kategori pemerintahan yang baik (good governance/

siyasah al-hukumah al-fadhilah).3!

4.  Konsep Good Governance Dalam Hukum Islam

Pemerintah yang baik dalam ilmu politik diistilahkan dengan good
government. Sedangkan pemerintahan yang baik adalah good governance.
Sejak awal islam telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah SAW
yang seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya. Beliau telah

memberikan lima prinsip utama seorang pemimpin yaitu:

SIMUI, Keputusan Komisi A Ijma’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV
Tantang Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan
yang Baik Menurut Islam (Mabadi al-Hukum al-Fadhila), (Jakarta: MUI, 2012), hal. 1-3

$2Muhammadong, Good Governance Dalam...... , hal. 67-68
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1. Shiddiq
Shiddiq berarti jujur. Nabi Muhammad SAW sangat mengutamakan
kejujuran dalam hal pemerintahan. Secara sepintas shiddiq ini dapat
dipararelkan dengan tranparancy. Namun pengertian shiddiq lebih
mendalam maknanya, karena melibatkan sikap mental dan hati nurani
yang paling dalam. Sedangkan tranparancy masih bisa dikelabui dengan
mark-up administratif yang secara material dan faktual dapat dilihat
transparan, tetapi masih sangat mungkin terjadi pemalsuan, yang sukar
dideteksi. Sedangkan yang dimaksud shiddigadalah justru yang paling
diutamakan yang tampak dan yang immateri. Artinya pemalsuan,
rekayasa, penambahan, tidak akan terjadi lagi sebab shiddig mencakup
wilayah galbiyah.
2. Istigamah

Istigamah bermakna teguh dalam pendirian. Sifat kepemimpinan Nabi
Muhammad SAW ini bertumpu pada ketegaran dalam jiwa, agar tidak
akan bergeser walaupun penuh dengan rayuan, bujukan, dan paksaan.
Apabila consistency atau commitment, seperti yang dianjurkan oleh good
governance masih bisa direkayasa dengan cara penampilan formal dalam
bentuk luarannya, maka istiqgamah tidak bisa dimodifikasi, karena
berkaitan dengan sikap mental dan kejiwaan dan hati yang paling

mendalam.
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3. Fathanah
Fathanah yaitu sifat yang berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan
rasio, rasa, maupun Kkecerdasan ilahiyah. Dengan demikian bila
dibandingkan dengan good governance dengan konsep intelligency, maka
konsep ini hanya berhubungan dengan kecerdasan intelligentia semata.

4. Amanah
Sifat ini bisa diparalelkan dengan konsep accountability dalam good
governance namun apabila dipahami secara mendalam maka
accountability ini merujuk pada hal yang formal administratif. Sedangkan
amanabh lebih jauh cakupannya kepada psikologi yang paling dalam. Sebab
amanah itu mementingkan tanggungjawab yang sangat hakiki dalam
hubungannya dengan umat manusia, yang selalu yakin bahwa ada yang
selalu mengawasi pekerjaannya.

5. Tabligh
Sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan
pemerintahan selalu bersifat tabligh, apabila dikaitkan dengan konsep
good governance maka dapat disejajarkan dengan communicatibility.
Namun pada hakikatnya tabligh ini berkaitan erat dengan risalah
keislaman, yakni soal dakwah dan penyampaian kesan pesan keilahian.
Apabila communicatibility hanya mencakup persoalan public speaking,
maka tabligh mencakup semua aspek komunikasi dan interaksi sesama

manusia.
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Tujuan good governance adalah mewujudkan pemerintahan yang baik
berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan vyaitu, transparansi,
akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, serta rule of law,supaya dapat memberi
kemaslahatan kepada manusia. Untuk menciptakan good governance, maka
perlu menerapkan teori maslahat mursalah supaya dapat merealisasikan
kebutuhan manusia dalam bernegara, bermasyarakat, termasuk dalam
pemerintahan.®

Syariah Islam diturunkan bukan untuk kepentingan Allah swt, melainkan
untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia
selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan syariah. Setiap bentuk
penerapan syariah secara faktual melecehkan martabat kemanusiaan, maka
tentu penerapan yang keliru dari syariah itu sendiri, sebab Allah swt sendiri
sebagai sumber syariah tidak pernah melanggar hak-hak hambanya. Paradigma
teologi inilah yang melahirkan konsep maslahat mursalah sebagai dasar
menetapkan hukum.

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah siyasah syar’iyah,
yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dankepentingan
umum. Oleh Kkarena itu, siyasah syar’iyah terkait erat dengan magqasid al-
Syariah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penetuanhukum adalah
kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dankesejahteraan
bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidakada perbedaan antara

siyasah syar’iyah yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan siyasah

#Ibid, hal. 78
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syar’iyah dalam pembentukanhukum, semua mengacu kepada kemaslahatan
bersama. Oleh karena itu,para ahli fikih menyatakan bahwa kebijakan
penguasa tidak harusmemiliki acuan yang terperinci dalam Alquran dan hadis,
karena acuan siyasah syar’iyah adalah kemaslahatan umat, dan acuan
kemaslahatan itusendiri adalah prinsip umum yang diinduksi dari berbagai ayat
dan hadisRasulullah saw. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan
suataunegara dalam Islam, selurunh pihak harus terlibat, baik
negarawan,intelektual, ulama, ekonom, pengusaha, militer, cendikawan,
maupunrakyat, karena urusan negara mencakup seluruh persoalan umat.3
Good governance adalah persolan fikih siyasah atau siyasah syar’iyah,
karena good governance adalah masalah ijtihady yangimplementasinya
diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambilkebijakan sekalipu tidak
berlandaskan kepada Alquran dan hadis namunkenyataannya memberikan
kemaslahatan kepada manusia dalamhidupnya. Dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya, pemerintah selalumengedepankan prinsip-prinsi yang diajarkan oleh
good governance,yaitu; transparan, akuntabilitas, efektiv dan efesien, serta
penegakan hukum, supaya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih
baik.Baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerjasama dalam
menciptakan suasana kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman, jauh dari
kegaduhan, diatas bingkai yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya
prinsip yang diajarkan oleh good governance senapas dengan ajaran Islam

dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

%1bid, hal. 80
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Metode kajian fikih siyasah atau siyasah syar’iyah tidak jauh berbeda
dengan metode kajian dalam mempelajari fikih yaitu metode ushul fikih dan
kaidah-kaidah fikih, vyaitu; qiyas, istihsan, maslahah mursalah,istihbab.
Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnyauntuk
mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan,
situasi, kondis yang dihadapi. Fikih siyasah adalah suatu ilmu yang otonom
sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu,
masyarakat dan negara; meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan,
perikatan, kekayaan, warisan, peradilan, kriminal, acara pembuktian,
kenegaraan, dan hukum internasional

Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan
spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan
pemerintahan. Dalam persoalan good governance, pendekatan yang dilakukan
adalah maslahah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan
kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan
sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-
kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang
dipimpinnya.Namun terdapat ayat yang mengidikasikan adanya persoalan good
governance dalam ajaran Islam3®.Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah swt

dalam surah alhajj/QS.22:41.: yaitu;

%Joko Setyono, Good Governance Dalam Perspektif Islam, Jurnal Mustagid, Volume 6,
Nomor 1, Juni 2015, hal. 27

%6Ahmad Zayyadi, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer,
Jurnal Al Manahij, Volume XI, Nomer 1, Juni 2017, hal. 15



49

LE -

J,\;\u\ﬁxwﬁnjﬁu\ A Zjéjfé:)”)flp)ﬁ.duwjupﬁﬁﬂjfh

Ayat tersebut mengindikasikan adanya persoalan good governance dalam
pandangan fikih, karena penggunaan otoritas kekuasaan untukmengelola
pembangunan dengan berorientasi pada (1) penciptaan suasanakondusif bagi
masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual danrohaninya dapat
disimbolkan dengan penegakan sholat, (2) penciptaankemakmuran dan
kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengantindakan membayar zakat,
(3) penciptaan stabilitas politik dan keananadapat diilhamkan dengan tindakan
amar ma’ruf nahi munkar. Dengandemikian ayat tersebut merumuskan good
governance dengan tiga aspek,yaitu; (1) spiritual governance, (2) economic

governance (3) political governance.®’

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Novan Fernando dengan judul
Pelaksanaan Perizinan Terhadap lzin Usaha Kafe Di Kota Yogyakarta.®®
Perbedaan nya dengan penelitian terdahulu di Kabupaten Yogyakarta

perizinan usaha kafe sudah cukup baik dan lancar. Sudah banyak kafe yang

$"Muhammadong, Good Governance Dalam......, hal. 82-86

%Novan Fernando, Skripsi: “Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Kafe Di Kota
Yogyakarta”, (Yogyakarta: UMY, 2016)
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berizin. Namun tidak untuk Kabupaten Tulungagung, karena disini masih
banyak kafe yang belum mendaftarkan usahanya. Persamaannya dengan
penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah setiap orang yang
ingin mendirikan usaha kafe maka harus melakukan proses pendaftaran atau
perizinannya di dinas DPM-PTSP. Kesimpulannya yaitu perizinan terhadap
izin usaha kafe di Kota Yogyakarta berpedoman pada PERDA Kota
Yogyakarta Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Selanjutnya penelitian yang dilalukan oleh Nurul IImi, dengan judul
Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Pelaksanaan lIzin Tempat Hiburan
Malam di Kabupaten Tana Toraja.>® Perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan sekarang ini adalah di Makasar, perizinan usaha kafe cukup baik
namun dalam hal memperpanjang izin usaha masih sangat sulit. Sedangkan
untuk Kabupaten Tulungagung, disini masih banyak kafe yang belum
terdaftar dan belum mempunyai izin. Sedangkan persamaannya yaitu setiap
orang yang ingin mendirikan usaha kafe maka harus melakukan proses
pendaftaran atau perizinannya di dinas DPM-PTSP. Kesimpulannya awalnya
pendaftaran izin usaha tempat hiburan malam atau kafe harus mendaftar di
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja, namun pada saat ini izin
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpatu Satu Pintu Kabupaten

Tana Toraja.

39 Nurul Ilmi, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Pelaksanaan Izin Tempat
Hiburan Malam di Kabupaten Tana Toraja”,(Makasar: UNHAS, 2017)
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Penelitian yang dilakukan oleh Toha Ma’sum dengan judul Perizinan
Tempat Hiburan Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perijinan dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan
Tempat Hiburan Menurut Perspektif Hukum Islam.*® Perbedaan nya dalam
penelitian ini hanya fokus terhadap pengawasan penyimpangan perizinan
tempat hiburan menurut PERBUP Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun
2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan
Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Tulungagung
sedangkan persamaan nya Yyaitusetiap orang yang ingin mendirikan usaha
kafe maka harus melakukan proses pendaftaran atau perizinannya di dinas
DPM-PTSP. Kesimpulannya perizinan tempat hiburan di Tulungagung
berdasarkan PERBUP Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Salamun dengan judul Pelaksanaan
Izin Gangguan Dalam Usaha Kedai Kopi di Kota Banda Aceh.*! Perbedaan
nya dalam penelitian ini objek penelitiannya di Kota Banda Aceh dan lebih
fokus pada izin gangguan sedangkan persamaan nya yaitusetiap orang yang
ingin mendirikan usaha kafe maka harus melakukan proses pendaftaran atau

perizinannya di dinas DPM-PTSP. Kesimpulannya yaitu perizinan terhadap

40Toha Ma’sum, Skripsi: “Perizinan Tempat Hiburan Di Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan Tempat
Hiburan Menurut Perspektif Hukum Islam”, (Tulungagung: TAIN Tulungagung, 2019).

41 Tri Salamun, Pelaksanaan Izin Gangguan Dalam Usaha Kedai Kopi di Kota Banda
Aceh, Jurnal Rechtsvinding, Volume 7, nomer 3, Desember 2084, hal.422
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izin gangguan usaha di Kota Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Daerah
Kota Madya Daerah Tingkat Il Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 Tahun
1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lindi Nainggolan dengan judul
Pemberian Izin Kepariwisataan di Kota Medan Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan Ditinjau dari
Hukum Administrasi Negara*?. Perbedannya dengan penelitian terdahulu
mencakup izin kepariwisataan secara luas, sedangkan penelitian sekarang
hanya berfokus pada izin usaha kafe. Persamaannya dengan penelitian
terdahulu setiap orang yang ingin mendirikan usaha pariwisata maka harus
melakukan proses pendaftaran atau perizinannya di dinas DPM-PTSP.
Kesimpulannya pemberian izin kepariwisataan di Kota Medan Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Kepariwisataan.

42| inda Nainggolan, Skripsi: “Pemberian Izin Kepariwisataan Di Kota Medan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Kepariwisataan Ditinjau
Dari Hukum Administrasi Negara”,(Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016)



